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ABSTRAK

Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan
dalam masyarakat modern, terutama di perkotaan. Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) sebagai semi-autonomos agency berpeluang menjadi alternatif
pengelola sampabh. Penelitian ini menungkapkan upaya, hambatan dan strategi
dalam pelembagaan unit pengelolaan sampah menjadi BLUD di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data
sekunder dilakukan dengan studi literatur. Pola pengelolaan keuangan BLUD
memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pelayanan pengelolaan
sampah. Upaya pelembagaan unit pengelola sampah menjadi BLUD
menghadapi tantangan terkait dengan sumber daya manusia pengelolaan
BLUD, penetapan tarif layanan, ketersediaan regulasi yang memadai terkait
dengan operasionalisasi BLUD sampah, dan ketersediaan benchmarking BLUD
pengelola sampah di indonesia. Strategi yang dapat antara lain melalui
kebijakan pemerintah yang kondusif dan berpihak, kemitraan dengan para
pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, serta menginternalisasi
inovasi dalam pelayanan dan pengembangan bisnis.

ABSTRACT

The problem of waste is one of the challenges of sustainable development in
modern society, especially in urban areas. The Regional Public Service Agency
(BLUD) as a semi-autonomous agency has the opportunity to become an
alternative waste manager. This study reveals the efforts, obstacles and
strategies in institutionalizing waste management units into BLUD in Indonesia.
This research uses a qualitative approach and secondary data collection is
carried out by literature study. BLUD's financial management pattern has a big
role in supporting the improvement of waste management services. Efforts to
institutionalize waste management units into BLUD face challenges related to
human resources for BLUD management, the determination of service tariffs, the
availability of adequate regulations related to the operationalization of waste
BLUD, and the availability of BLUD benchmarking for waste management in
Indonesia. Strategies that can be achieved include through conducive and
partisan government policies, partnerships with stakeholders in waste
management, and internalizing innovation in service and business development.
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1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi prioritas global sejak Deklarasi Rio pada tahun 1992
dan berlanjut dengan penetapan Sustainable Development Goals (SGDs) yang menekankan
pentingnya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan (United Nations, 2021). Salah
satu pendekatan yang relevan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah konsep
ekonomi hijau (green economy), yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan
pelestarian lingkungan (OECD, 2022). Ekonomi hijau merupakan salah satu jalan menuju
pembangunan berkelanjutan dan sebagai respon terhadap masalah lingkungan. Sampah
seharusnya menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali, diolah, atau diubah menjadi
energi (Misztal & Dziekanski, 2023).

Sampah yang menumpuk mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan
ekologi (Nandy et al., 2022; Nasir et al, 2023). Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada
masyarakat dan kondisi ekonomi (Nandy et al., 2022). Persoalan sampah menjadi salah satu
masalah terbesar dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, terutama di daerah
urban atau perkotaan. Jumlah sampah meningkat signifikan dari waktu ke waktu (Aprilia, 2021;
OECD, 2022).

Indonesia tercatat menjadi negara penghasil sampah kedua di dunia (Hannanto & Supatra,
2022). Selain pertambahan jumlah sampah, Indonesia menghadapi persoalan lain yang cukup
serius yaitu terbatasnya tempat pembuangan maupun pengelolaan sampah, serta belum
meratanya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah (BRIN, 2024). Sampah yang belum
terkelola, atau terkelola dengan tidak efektif dapat menyebabkan masalah kesehatan dan
penurunan kualitas lingkungan (Wikurendra et al.,, 2024a). Pengelolaan Sampah merupakan
tugas berat di Indonesia yang akan menjadi semakin rumit seiring dengan meningkatnya
urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan meningkatnya konsumerisme (Wikurendra et al.,
2024b). Namun demikian, Indonesia bertekad mencapai zero wastle di tahun 2050
(Antaranews, 2022)

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per 7 September
2024, sesuai hasil dari penginputan data yang dilakukan oleh 353 Kabupaten/kota se-Indonesia
pada tahun 2023, diketahui dari 38,40 juta ton sampah yang tertimbun, sekitar 37,64% atau
14,45 juta ton sampah tidak terkelola (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).
Data lain menyebutkan bahwa timbunan sampah tahun 2023 mencapai 69,9 juta ton
(Rahmawati, 2023). Semakin besar populasi di suatu kota, maka semakin besar timbunan
sampah yang terjadi (Amalia et al,, 2023). Grafik 1 menyajikan data timbunan sampah yang
terjadi selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Secara
konsisten, jumlah timbunan sampah selalu naik dari tahun ke tahun. Tabel 1 menyajikan secara
detail data sampah Indonesia pada tahun 2023. Dari data tersebut diketahui bahwa sekitar
37,64% dari timbunan sampah tidak dapa dikelola.
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Sumber: Annur (2023) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023)

Grafik 1. Grafik Timbunan Sampah Selama 5 Tahun Terakhir (dalam jutaan ton)
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Tabel 1. Data Sampah di Indonesia Tahun 2023

1 Timbunan sampah 38.397.758,47 100,00
2 Sampah terkelola 23.946.240,08 62,36
3 Pengurangan Sampah 5.278.187,10 13,75
4 Penanganan Sampah 18.668.052,98 48,62
5 Sampah tidak terkelola 14.451.518,39 37,64

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023)

Mengingat pentingnya agenda transisi green economy, maka kolaborasi pemerintah dengan
sektor swasta penting dalam kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan bisnis dan
investasi (OECD, 2022, p. 89). Praktik yang baik dari Public Environmental Expenditure
Management (PEEM) adalah menyediakan panduan dan perangkat untuk mendesain dan
mengimplementasikan belanja publik, subsidi dan program pemerintah yang berwawasan
lingkungan (OECD, 2022, p. 89).

Pemerintah harus memisahkan secara jelas antara instansi pemerintah yang bertindak sebagai
regulator dan operator dalam bidang pengelolaan sampah (Aprilia, 2021). Pengelolaan sampah
di Indonesia masih terbatas pada subbidang atau bidang pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
pada pemerintah daerah. Walaupun terdapat pengembangan lembaga dalam bentuk BLUD,
namun masih sangat terbatas (PT. Dharma Ina Mandiri, 2023). Pemerintah juga perlu secara
serius mendirikan operator pengelolaan sampah yang dapat berupa Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit semi-otonom
berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Aprilia, 2021).

Pilihan pelembagaan unit pengelola sampah di pemerintah daerah menjadi salah satu alternatif
upaya optimalisasi. BLUD menjadi pilihan organisasi publik yang agile, dapat mengadopsi
prinsip bisnis yang sehat, serta mendorong produktifitas dan efisiensi (Kementrian Dalam
Negeri RI, 2018; Pemerintah Republik Indonesia, 2005; Soakakone et al., 2019). BLUD dapat
memberikan ruang inovasi pengelola dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku di instansi
pemerintah (Sugiri, 2022). Kelembagaan BLUD juga memungkinkan pemberdayaan masyarakat
sekitar baik sebagai pegawai, mitra usaha dan pada akhirnya dapat berdampak positif pada
perekonomian masyarakat.

Urgensi penelitian ini dilakukan sebab pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mengatasi
problematika sampah yang menjadi persoalan yang makin kompleks di Indonesia. Pelembagaan
unit pengelolaan sampah menjadi BLUD menjadi salah satu alternatif yang tawarkan dalam
reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah. BLUD merupakan sistem yang diterapkan unit
pelaksana teknis dinas/badan pada pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan prinsip fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian ketentuan pengelolaan keuangan daerah secara umum (Kementrian Dalam Negeri
RI, 2018; Pemerintah Republik Indonesia, 2005; Pemerintah RI, 2012). Fleksibilitas BLUD
merupakan keleluasaan BLUD dalam pengelolaan keuangan dengan penerapan praktik bisnis
yang sehat dan tanpa mencari keuntungan. Pelayanan badan layanan umum dapat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual, dengan tanpa mengutamakan mencari
keuntungan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas (Pemerintah Republik
Indonesia, 2005).

Penelitian ini membahas upaya pelembagaan unit pengelolaan sampah menjadi lembaga atau
berada pada lembaga dengan pola pengelolaan BLUD. Dengan meningkatnya kesadaran
pentingnya lingkungan, pemerintah perlu merespon tuntutan publik dan agenda pembangunan
dengan pemberian layanan yang keberlanjutan. Penelitian ini akan mengeksplorasi upaya
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pengelolaan sampah melalui pelembagaan BLUD. Penelitian ini mendorong cara inovatif untuk
mendukung peran BLUD bidang pengelolaan sampah sebagai salah satu kontributor dalam
gerak nyata pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan
perspektif baru tentang bagaimana pemerintah melalui BLUD menjadi penggerak dalam
mengatasi permasalahan sampah. Di samping itu, Penelitian ini memberikan kontribusi
signifikan terhadap pengetahuan dan praktik pengelolaan sampah dalam bentuk BLUD sebagai
semi-autonomous agencies. Dengan mengidentifikasi praktik dan tantangan yang dihadapi oleh
BLUD bidang persampahan, penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi yang lebih
efektif untuk rintisan BLUD pengelolaan sampah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Objek penelitian adalah
pelembagaan unit pengelolaan sampah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah di
Indonesia. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder dan data primer. Penelitian ini
melibatkan analisis dokumen dan studi kasus instansi pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, regulasi, laporan, dan publikasi lain
yang relevan dengan topik pengelolaan sampah dan badan layanan umum daerah. Sumber yang
digunakan merupakan sumber berasal dari entitas yang kredibel dan terpercaya, baik instansi
pemerintah maupun non pemerintah. Analisis data dilakukan dengan analisis data menurut
Miles & Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, tahapan penyajian data serta tahapan
penarikan simpulan (Miles et al., 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran BLUD sebagai Instansi Semi-otonom

BLUD memiliki peran penting sebagai instansi semi-otonom yang dapat merespon kebutuhan
daerah secara cepat dan efektif. Sebagai instansi semi-otonom, BLUD dapat mengelola dana dan
sumber daya secara mandiri, yang memungkinkan inovasi dalam pengelolaan sampah. Lembaga
otonom yang kuat dengan regulasi yang baik dapat mendorong keberhasilan dalam pengelolaan
sampah yang berkelanjutan.

Dengan model kelembagaan yang dipertimbangkan secara matang dan pengawasan publik yang
tepat, privatisasi pengelolaan sampah padat dapat mewujudkan kota-kota yang layak huni,
namun bukan tanpa dampak dan hambatan negatif (Bah & Artaria, 2021). Menurut World Bank,
privatisasi pengelolaan sampah dapat membawa konsekuensi pada sisi cost recovery, efisiensi,
akuntabilitas, manajemen, keuangan, skala ekonomis, proses legislasi, manajemen
kelembagaan, dan biaya (Cointreau-Levine, 1995).

Dalam pengelolaan sampah di daerah, perlu dipisahkan antara regulator dan operator pengelola
sampah, dinas sebagai regulator dan BLUD sebagai operator (Qodriyatun, 2015). Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpandangan pembentukan unit operator pengelola
sampah dalam bentuk BLUD perlu dilakukan oleh setiap pemerintah daerah (Nurrahman,
2022). Apabila operator diemban oleh unit dinas lingkungan hidup yang ada di daerah, secara
tata kelola tidak sehat karena dinas lingkungan hidup tidak hanya menjadi operator tapi juga
regulator. Dengan penataan menjadi BLUD, kelembagaan pengelolaan sampah menjadi lebih
lincah dan lebih lebih fleksibel dalam operasionalisasi dan pembiayaan. BLUD dapat
menghimpun dana dari selain APBD. KLHK menekankan perlunya pemerintah membangun tata
kelola pengelolaan sampah yang profesional dan modern. Dalam tata kelola sampah, terdapat
ASPEK knowledge, teknologi ramah lingkungan, kegiatan manajerial, serta tata kelola sumber
daya manusia yang perlu dikelola secara profesional secara modern (Nurrahman, 2022).

Beberapa daerah di Indonesia memiliki beberapa pengalaman dalam transformasi atau
pembentukan BLUD pengelolaan sampah. Kabupaten Banjar sejak 2014 merintis pendirian
BLUD Intan Hijau sebagai pengelola sampah yang dikembangkan dari UPT TPA (Lintang, 2019).

180



Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol. 7, No. 2 November 2024

Setelah menjadi BLUD, Intan Hijau menjadi lebih fleksibel dala melakukan usaha serta kerja
sama dengan pihak lain, sehingga memiliki kesempatan berkembang yang lebih baik.
Pemerintah Pekanbaru mulai tahun 2024 melakukan pengalihan pengelolaan sampah dari
pihak ketiga atau swasta ke instansi BLUD sesuai anjuran Kemendagri (SuaraPekanbaru, 2023).

Hambatan dalam Pengembangan BLUD Sampah

Hambatan dalam pengembangan BLUD Sampah antara lain berkaitan dengan 4 isu besar:
sumber daya manusia pengelolaan BLUD, penetapan tarif layanan, belum tersedianya regulasi
yang memadai terkait dengan operasionalisasi BLUD sampah, dan masih sedikitnya
benchmarking BLUD pengelola sampah di indonesia.

Sumber daya manusia pengelolaan BLUD. Sumber daya manusia pengelolaan BLUD pengelola
sampah memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam kompetensi dan
pengalaman pengelolaan BLUD. Gap tersebut juga berpengaruh dalam pemanfaatan fleksibilitas
pengelolaan keuangan BLUD. Sumber daya yang tersedia dalam BLUD pemula umumnya adalah
SDM dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pada sisi teknis bidang masing-masing,
bukan di bidang pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Penetapan tarif layanan. Walaupun sudah terdapat pengaturan penetapan tarif, struktur
retribusi rentan terhadap faktor politik dan tantangan ekonomi (Kementerian PPN/BAPPENAS,
2023). Hal ini terjadi karena model operasi unit pengelola sampah beragam antar daerah,
sehingga struktur biaya pengelolaan sampah variatif dan perhitungan tarifnya relatif sulit
dilakukan (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2023).

Belum tersedianya regulasi yang mencukupi terkait dengan operasionalisasi BLUD
sampah. Bila merujuk regulasi Permendagri Nomor 79 tahun 2018, terdapat kebutuhan 16
(enambelas) pengaturan dalam bentuk peraturan kepala daerah yang perlu ditetapkan dalam
operasionaliasi BLUD (Kementrian Dalam Negeri RI, 2018). Walaupun beberapa pengaturan
dapat dibuat dalam satu regulasi, tidak semua pemerintah daerah yang memiliki BLUD Sampah

bidang lainnya.

BLUD Pengelola Sampah di Indonesia Masih Sedikit. Ditjen Bina Keuangan Daerah
menyatakan bahwa model pengelolaan sampah dengan BLUD masih sedikit di kabupaten/kota
di Indonesia (Ramdhani, 2020). Kondisi ini menyebabkan terbatasnya unit yang dapat dijadikan
benchmarking BLUD pengelolaan sampah. Sedikit daerah yang telah mempunyai BLUD
pengelola sampah adalah Banjar (Lintang, 2019), Banyuwangi (Ramdhani, 2020), Cilegon,

Strategi Optimalisasi Peran BLUD Pengelola Sampah

Strategi yang dapat ditempuh pemerintah dalam optimalisasi peran BLUD pengelola sampah
dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang kondusif dan berpihak, kemitraan dengan
para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, serta menginternalisasi inovasi dalam
pelayanan dan pengembangan bisnis.

Kebijakan pemerintah yang kondusif dan berpihak. Pemerintah perlu menginisiasi kebijakan
yang mendorong efektivitas biaya, pemberian insentif atas adopsi inovasi dan ketaatan pada
ketentuan (OECD, 2011). Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi adanya ketidakpastian dan
memberikan sinyal yang jelas dan kredibel kepada investor yang berminat dalam
pengembangan pengelolaan sampah. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan
sampah berkelanjutan yang jelas untuk mengatur pengurangan sampah produksi, pengumpulan
dan pemilahan sampah, penggunaan pengolahan sampah modern teknologi dan teknologi
informasi dalam pengelolaan sampah (Adlin, 2021). Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi
dampak negatif terhadap masyarakat dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan (Adlin, 2021).
Pemerintah perlu mendorong pengelolaan sampah bergeser dari hilir ke hulu dengan
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mendorong partisipasi aktif segenap komponen masyarakat (Humas KLHK, 2023). Pemerintah
harus menginisiasi perubahan pola pengelolaan sampah dari sistem linier dengan pendekatan
kumpul, angkut, dan buang; menuju sistem berprinsip sirkuler ekonomi agar dapat membangun
ekosistem yang saling bersinergi dan seimbang (Rahmawati, 2023).

Kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah
perlu melibatkan pemerintah masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengurangi
produksi sampah, mengumpulkan sampah, dan memilahnya limbah (Adlin, 2021). Kemitraan
juga perlu dirancang untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi internasional (OECD, 2011).
Kementerian Dalam Negeri RI telah menggandeng berbagai pihak dalam menyusun pedoman
penyusunan dokumen administratif persiapan BLUD bidang pengelolaan sampah (Santosa et al,,
2021). Dalam agenda tersebut, pemerintah telah bermitra dengan asosiasi pemerintah daerah
baik berupa kabupaten dan kota, Indonesia Solid Waste Association (InSWA), lembaga
penelitian, unsur akademis, dan Kedutaan Besar Norwegia (Santosa et al., 2021). Upaya ini
merupakan langkah yang baik dalam memberikan panduan umum rintisan BLUD pengelolaan
sampah. Pada level BLUD pengelola sampah, keterlibatan pemangku kepentingan secara
menyeluruh perlu dilakukan. Pihak tersebut dapat berupa rumah tangga, perkantoran, pusat
bisnis (pasar, mall dan sejenisnya), akademisi, pecinta lingkungan, serta kalangan dunia
pendidikan.

Inovasi dalam pelayanan dan pengembangan bisnis. Pemerintah perlu menstimulasi inovasi
dan penyebaran teknologi ramah lingkungan dalam pelayanan publik (OECD, 2011).
Pemerintah melalui BLUD perlu memperhitungkan biaya pengembangan dan inovasi dalam
pelayanan sebagai bagian dari biaya layanan yang dikenakan kepada customer dan mitra
kerjasama. Merujuk pada Permendagri 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam menyusun tarif
hendaknya mempertimbangkan kepentingan pengembangan layanan yang diberikan
(Kementrian Dalam Negeri RI, 2018). Teknik pengelolaan sampah dan pengolahan limbah yang
inovatif akan lebih kondusif bila didukung oleh model operasional BLUD yang fleksibel
(Hannanto & Supatra, 2022). Pengolahan sampai didorong dengan penegmbangan fasilitas daur
ulang, dikonversi menjadi energi, dan serta budidaya bernilai ekonomi seperti maggot
(Hannanto & Supatra, 2022). Dengan berbantuan teknologi, pemilahan sampah dalam berlanjut
dengan pengolahan sampah menjadi paving, atap, pupuk kompos, bata, serta biji plastik
(ecobrick) yang bernilai ekonomi (Waluyo, 2023).

BLUD persampahan dapat menerapkan penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan
mengelola sampah secara real-time. BLUD juga dapat berkolaborasi dengan sektor swasta untuk
menciptakan operasionalisasi pengelolaan sampah yang lebih efisien. Terdapat beberapa
daerah di Indonesia yang dapat menjadi teladan dalam inovasi pengeloahan sampah. Kota
Banda Aceh menyandang predikat kota terbaik dalam pengelolaan sampah di Indonesia
memberikan contoh nyata inovasi dalam bentuk pengelolaan sampah, yaitu pengolah sampah
organik menjadi kompos dengan melibatkan sekolah, rumah tangga, dan perkantoran (Humas
Kota Banda Aceh, 2020). Kabupaten Banyumas mendorong Keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sampah dengan mendorong masyarakat berperan serta memilah dan menjual
sampah kepada pemerintah dengan memanfaatkan aplikasi Sampah Online Banyumas
(Salinmas) serta Ojeke Inyong (Jeknyong) (Waluyo, 2023).

4. KESIMPULAN

Pelembagaan unit pengelolaan sampah menjadi BLUD terbukti menjadi solusi yang menjanjikan
untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. BLUD sebagai lembaga semi-otonom memiliki
fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya dan peluang adopsi inovasi. Hal tersebut sangat
diperlukan dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang terus berkembang.
Pelembagaan pengelolaan sampah melalui BLUD  sudah dilaksanakan oleh beberapa
pemerintah daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah aspek sumber daya manusia
pengelolaan BLUD, aspek penetapan tarif layanan, aspek ketersediaan regulasi yang memadai
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terkait dengan operasionalisasi BLUD sampah, dan ketersediaan benchmarking BLUD pengelola
sampah di indonesia.

5. SARAN

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan pendekatan lain, seperti penelitian
kuantitatif atau studi kasus yang lebih dalam mengenai dampak penerapan BLUD dalam
pengelolaan sampah, atau membandingkan dengan model pengelolaan lainnya. Pemerintah
dapat terus mengembangan kebijakan yang lebih mendukung dan operasional terkait dengan
pengelolaan sampah, termasuk memberikan insentif terhadap inovasi dan partisipasi
masyarakat. Pemerintah perlu memfasilitasi program pelatihan dan pengembangan kapasitas
bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BLUD bidang persampahan untuk
meningkatkan kompetensi dan efektivitas operasional. Kolaborasi dan sinergi yang kuat antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk terwujudnya ekosistem
pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
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